Pemerintah Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan terkait dengan
perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan
daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun
2012, dengan perincian sebagai berikut:
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Tanggungjawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam
aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2, yaitu entitas
pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan  keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di
Kabupaten Grobogan meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan.
Sistem akuntansi keuangan daerah disusun berdasarkan hubungan antara
kantor cabang (dalam hal ini dikelola oleh SKPD) dan kantor pusat dalam hal
ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) sebagai SKPKD.
Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan konsolidasi laporan
keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD dengan mengeliminasi pos-
pos timbal balik (reciprocal account).

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan
aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau
bendahara penerimaan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah
Daerah tidak menggunakan istilah laba, namun menggunakan sisa perhitungan
anggaran (lebih/(kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan
anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan
penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan perpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas
diterima atau dibayar oleh kas daerah.
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4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

a) Pengukuran Pendapatan
Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak dicatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran).
b) Pengukuran Belanja
Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.
c) Pengukuran Pembiayaan
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan
akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
d) Pengukuran Kas
Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai
rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi
rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada
pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai
dan dibawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
1. Kas di Kas Daerah.
Kas di kas daerah merupakan kas yang pengelolaannya menjadi
tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo
kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan
pada bank persepsi.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi
tanggungjawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD yang
berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai
dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah
per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh
saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan
lain-lain kas. Akun kas di bendahara pengeluaran yang disajikan
dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan benar-benar
ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca.
3. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo
rekening di bank, maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah
tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari
dana penerimaan yang belum disetor ke kas daerah. Akun kas di
bendahara penerimaan yang disajikan dalam neraca harus
mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca.
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Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Meskipun dalam ketentuan bendahara penerimaan wajib menyetor
seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun
tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum
disetorkan dalm rekening bendahara penerimaan.
e) Pengukuran Piutang

1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang
dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda empat atau roda dua.
Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara
mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya
dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut
sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan
angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka
panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena
adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada
tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan
neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang
jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang, diakui
sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar
tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu
sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam satu
tahun. Untuk mendapatkan saldo tagihan penjualan angsuran, pada
saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari tagihan
penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

2. Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD
Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah kepada BUMD
dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman
Kepada BUMD. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam
jangka panjang. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan
reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD vyang jatuh tempo
dalam tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan
penyusunan neraca, karena penerimaan kembali dari pinjaman
kepada BUMD akan mengurangi perkiraan pinjaman kepada BUMD
bukan bagian lancar pinjaman kepada BUMD. Bagian lancar
pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar
nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.

3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR)
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah,
wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk
mengganti kerugian tersebut dekenal dengan istilah Tuntutan
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Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bagian lancar
TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset
lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh
tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya
untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari
TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar
TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun
diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat
sebesar nilai nominal, yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi
yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan
saldo bagian lancar TGR, pada saat penyusunan neraca perlu
dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun
depan.

4. Piutang Pajak
Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang
pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat
ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima, dicatat
sebagai piutang pajak sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Informasi mengenai saldo
pitang pajak dapat diperoleh dari DPPKAD atau unit yang
menerbitkan surat ketetapan pajak.

5. Piutang Lainnya
Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang
berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan
penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman, bagian lancar tuntutan
perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak.
Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
rupiah piutang yang belum dilunasi. Infomasi mengenai piutang
lainnya dapat diperoleh dari seluruh SKPD yang berhubungan

f)  Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan cara pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga bembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai
pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal
yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan
biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah
menggunakan metode FIFO (First In First Out), yaitu barang yang
masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar atau
digunakan, sehingga persediaan akhir akan berasal dari pembelian
terakhir yang belum digunakan.

2. Biaya standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri
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Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan yang sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang
digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar.
g) Metode Penilaian Investasi
Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode
yaitu:
1. Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasi berdasarkan harga perolehan.

a) Metode biaya digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah
daerah kurang dari 20% pada BUMD

b) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan

2. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut

kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi

(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal terjadi.

a) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi
pemerintah 20% samapi 50%, atau kepemilikan kurang dari
20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau
kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

b) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah
tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk
saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai
investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c) Penyesuian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing
serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan
investasi pemerintah bersifat non permanen. Metode nilai bersih
yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan
yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
h) Pengakuan Hasil Investasi
Pengakuan hasil investasi adalah sebagai berikut:
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1. Dicatat sebagai pendapatan investasi (termasuk kelompok PAD
Lain-lain Yang Sah) jika:

a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,
antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden
tunai (cash dividend).

b) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari
penyertaan ~ modal  pemerintah  yang  pencatatannya
menggunakan metode biaya.

2. Tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi
nilai investasi pemerintah, jika bagian laba yang diperoleh oleh
pemerintah apabila menggunakan metode ekuitas, kecuali untuk
deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai
investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan
jumlah yang sama.

i) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan

pelepasanhak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagali

penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan

dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan
investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah

dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh

dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham
yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa
reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset
tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

j)  Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan,
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

2. Biaya perolehan aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap
untuk dipergunakan.

3. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.

4. Kapitalisasi Aset
Nilai satuan minimum Kkapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran
pengadaan baru dan penambahan bilai aset tetap dari hasil

Bab IV Kebijakan Akuntansi 44



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum Kkapitalisasi aset tetap digunakan untuk

menentukan nilai perolenan minimum suatu aset yang harus

dikapitalisasi.
5. Kapitalisasi belanja menjadi aset tetap

a) Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul
selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan
(maintenance),  penambahan  (additions),  penggantian
(replacement), atau perbaikan (repair).

b) Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap
setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal
(capital expenditures), dan pengeluaran pendapatan (revenue
expenditures).

¢) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus
dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran
yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode
akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan
satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada
gedung yang telah dimiliki merupakan belanja modal.

d) Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang
akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau
meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai
pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset
atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk
perbaikan besar-besaran.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau

melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum

selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi
dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap
dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau
dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke
dalam aset tetap.

7. Perolehan aset tetap secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabunngan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan

tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset
yang bersangkutan.
8. Pertukaran aset tetap

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur

berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen
atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

Bab IV Kebijakan Akuntansi 45



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serpa dan
memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas
dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam
keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui
dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar
nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti
adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.
Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.
9. Aset Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap
didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke
suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan
bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit
pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut
akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap
tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada
pemerintah. Sebagai contoh, suatu perusahaan swasta membangun
aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya
kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap
tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan
pertukaran.
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